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RINGKASAN 

Pandemi COVID-19 yang merebak secara global sejak awal tahun 2020, 

mendorong negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk 

mengeluarkan kebijakan luar biasa dalam menanggulangi penyebarannya, termasuk 

pelibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanggulangan Pandemi. BIN 

menjalankan berbagai aktivitas di ranah kesehatan seperti vaksinasi, pelacakan, 

sterilisasi, layanan swab test dan aktif dalam promosi kesehatan ke masyarakat.   

Namun, pelibatan aktif BIN dalam sektor kesehatan ini memunculkan perdebatan 

yuridis dan konseptual. Sebagian kalangan menilai keterlibatan tersebut telah 

melampaui batas kewenangan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-

undangan, serta menyimpang dari karakter kerja intelijen yang seharusnya bersifat 

rahasia. Hal ini menimbulkan potensi ultra vires dan berisiko menciptakan 

penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Melalui pendekatan hukum normatif, 

berupa pendekatan perataruan perundangan dan pendekatan konseptual, tesis ini 

mengkaji dua hal utama: pertama dasar hukum pelibatan BIN dalam penanganan 

pandemi COVID-19; dan kedua analisis kewenangan BIN dari sudut pandang teori 

hukum tata negara, beserta implikasi hukumnya. 

Hasil temuan menemukan bahwa Pelibatan BIN dalam penanganan COVID-19 

berdasarkan Keppres No. 7 dan No. 9 Tahun 2020 merupakan bentuk mandat atau 

pelimpahan kewenangan dari Presiden RI dalam konteks hubungan hirarkis 

pemerintahan. Mandat ini memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 4 

ayat (1) UUD 1945, dan justifikasi keadaan darurat. Tanpa adanya hal ini tindakan 

presiden dapat dikategorikan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) maupun 

ultra vires. Selain itu BIN juga mendapatkan atribusi kewenangan melalui UU No. 

17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 3 dan Pasal 4 UU tersebut 

menegaskan bahwa BIN adalah lini pertama pertahanan dan keamanan negara yang 

memiliki tanggung jawab dalam deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka 

penanggulangan terhadap berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman 

nontradisional. Meskipun UU dan Perpres terkait tidak menyebut kewenangan BIN 

secara spesifik dalam penanganan masalah kesehatan atau pandemi, tetapi ancaman 

yang ditimbulkan oleh COVID-19 dapat dikategorikan sebagai ancaman 

nonkonvensional terhadap kepentingan nasional dan keamanan manusia. Sehingga 

pelibatan BIN dalam pandemi COVID-19 dinilai relevan dan sah secara normatif. 



 
 

 
 

Kemudian keterlibatan BIN dalam penanganan pandemi COVID-19 merupakan 

bentuk penerapan Hukum Tata Negara Darurat (HTND) subjektif, dimana 

pemerintah secara subjektif mendayagunakan BIN untuk melindungi hak asasi 

manusia, khususnya hak untuk hidup sebagai hak paling fundamental. Justifikasi 

tindakan ini didukung oleh adegium Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan 

rakyat adalah hukum tertinggi) dan Necessitas Non Habet Legem (keadaan darurat 

tidak mengenal hukum). Namun demikian, pemerintah tidak menerapkan HTND 

objektif karena tidak mengaktifkan Pasal 12 UUD 1945 tentang keadaan bahaya, 

maupun menjadikannya sebagai dasar hukum formal dalam kebijakan penanganan 

pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang HTND, pendekatan yang 

digunakan lebih bersifat politis-subjektif daripada konstitusional-formal. 

Keterlibatan BIN dalam penanggulangan pandemi COVID-19 menimbulkan 

beberapa implikasi hukum. Pertama, pertentangan dengan asas kerahasiaan 

intelijen pada Pasal 2 huruf b UU No. 17 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa 

kegiatan intelijen bersifat tertutup. Namun, selama pandemi, BIN justru melakukan 

berbagai aktivitas terbuka seperti vaksinasi massal, tes cepat, dan dekontaminasi 

yang dipublikasikan melalui media dan menampilkan logo institusi secara terang-

terangan. 

Kedua, keterlibatan BIN dalam penanganan pandemi COVID-19 berpotensi 

berbenturan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. 

Sebagai institusi intelijen yang bersifat rahasia dan berada langsung di bawah 

Presiden, aktivitas BIN tidak sepenuhnya mengikuti asas transparansi. Berdasarkan 

Pasal 25 UU No. 17 Tahun 2011 serta prinsip kerahasiaan intelijen, informasi 

terkait kegiatan BIN dapat diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Padahal, 

penanganan pandemi—yang merupakan urusan kesehatan publik—secara normatif 

termasuk dalam ranah informasi yang layak diakses oleh masyarakat dalam batas 

tertentu. 
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ABSTRAK 

Kata kunci : Kewenangan BIN,  pandemi covid 19, hukum tata negara darurat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pelibatan BIN dalam 

penanganan pandemi COVID-19; dan analisis kewenangan BIN berdasarkan teori 

teori kewenangan dan hukum tata negara darurat beserta implikasi hukumnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui metode peraturan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan BIN dalam penanganan COVID-

19 melalui Keppres No. 7 dan No. 9 Tahun 2020 adalah bentuk pelimpahan 

kewenangan dari Presiden yang sah menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dengan 

alasan adanya keadaan darurat. BIN juga mendapatkan atribusi kewenangan 

melalui Pasal 3 dan 4 UU No. 17 Tahun 2011, yang menegaskan perannya sebagai 

garda terdepan dalam menghadapi ancaman terhadap negara. Walaupun UU 

tersebut tidak secara eksplisit mengatur peran BIN di bidang kesehatan atau 

pandemi, namun pandemi COVID-19 dapat diinterpretasikan sebagai ancaman 

nasional, sehingga menjadi dasar bagi perluasan kewenangan BIN untuk terlibat. 

Dalam keadaan darurat, sistem hukum yang dirancang untuk situasi normal menjadi 

kurang efektif. Pelibatan BIN mencerminkan upaya negara dalam menjamin hak 

asasi manusia, khususnya hak atas hidup, melalui pendekatan hukum tata negara 

darurat (HTND) subjektif, yang merupakan hak perogratif pemerintah dalam situasi 

darurat. Hal ini juga didukung oleh adegium Salus Populi Suprema Lex Esto 

(keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) dan Necessitas Non Habet Legem 

(keadaan darurat tidak mengenal hukum).  

Keterlibatan BIN dalam pandemi covid 19 menimbulkan beberapa implikasi 

hukum: pertama, pertentangan dengan asas kerahasiaan intelijen kedua, 

permasalahan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik  



YAMAL, NICKO. 2025. Legal Analysis of BIN’s Authority in the COVID-19 

Pandemic Response. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate 

Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : Prof. Dr. H. M. Hadin 

Muhjad, S.H., M.Hum., 111 pages 

ABSTRACT 

Kewords : BIN Legal authority, Covid-19 Pandemy, state of emergency 

This study aims to examine the legal basis for the involvement of the Indonesian State 

Intelligence Agency (BIN) in handling the COVID-19 pandemic and to analyze BIN’s 

authority based on theories of legal authority and emergency constitutional law, along 

with its legal implications. This research uses a normative legal approach through 

statutory and conceptual methods. 

The findings show that BIN's involvement in the handling of COVID-19 through 

Presidential Decrees No. 7 and No. 9 of 2020 constitutes a lawful delegation of 

authority by the President under Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of 

the Republic of Indonesia, based on the justification of an emergency situation. BIN 

also receives an attribution of authority through Articles 3 and 4 of Law No. 17 of 

2011, which affirms its role as the front line in facing threats to the state. Although the 

law does not explicitly regulate BIN’s role in the health or pandemic sector, the 

COVID-19 pandemic can be interpreted as a national threat, thus serving as a basis 

for the expansion of BIN's authority to participate. 

In emergency situations, the legal system designed for normal conditions becomes less 

effective. BIN’s involvement reflects the state’s efforts to safeguard human rights, 

particularly the right to life, through a subjective emergency constitutional law 

approach, which represents the government’s prerogative in times of crisis. This is 

also supported by the legal adages Salus Populi Suprema Lex Esto (the welfare of the 

people is the supreme law) and Necessitas Non Habet Legem (necessity knows no law). 

BIN’s involvement in the COVID-19 pandemic gives rise to several legal implications: 

first, a conflict with the principle of intelligence secrecy; and second, issues related to 

accountability and public information transparency 
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